
 

 

 

 

 

 

 

 

BUPATI TEMANGGUNG 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG 

NOMOR 6 TAHUN 2024 

 

TENTANG 

 

PENGANGGARAN DAN PENGELOLAAN BELANJA  

RUMAH TANGGA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2024 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TEMANGGUNG, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan 

wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan 

meningkatkan kualitas, produktivitas, kinerja Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, serta untuk mewujudkan keadilan 

dan kesejahteraan, perlu diberikan tunjangan kesejahteraan 

yang memadai; 

b. bahwa Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disediakan 

tunjangan kesejahteraan berupa belanja rumah tangga untuk 

memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dalam rangka 

menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 19 

ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten 

Temanggung, perlu diatur Penganggaran dan Pengelolaan 

Belanja Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Temanggung; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Penganggaran dan Pengelolaan 

Belanja Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Tahun Anggaran 2024; 

 

 

SALINAN 



 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa 

Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Penetapan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 

Tenatng penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi 

Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847); 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 

2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota DPRD Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah 

Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 86); 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 

2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung 

Tahun 2023 Nomor 160); 

6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2023 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 

2023 Nomor 64); 

7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 65 Tahun 2023 tentang 

Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten 

Temanggung Tahun 2023 Nomor 66); 

 

  MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGGARAN DAN 

PENGELOLAAN BELANJA RUMAH TANGGA PIMPINAN DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024. 

 

 



BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung. 

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Temanggung. 

3. Pimpinan DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang 

jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

4. Ketua DPRD adalah unsur Pimpinan DPRD yang menggunakan 

fasilitas rumah negara dan perlengkapannya. 

5. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait 

secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. 

6. Belanja Rumah Tangga adalah salah satu dari Tunjangan 

kesejahteraan yang diberikan untuk Pimpinan DPRD yang 

menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya. 

 

 

BAB II 

ANGGARAN BELANJA RUMAH TANGGA PIMPINAN DPRD 

 

Pasal 2 

 

(1) Anggaran belanja Pimpinan DPRD Tahun Anggaran 2024 

diberikan kepada Ketua DPRD. 

(2) Anggaran belanja sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah 

sebesar Rp327.600.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta 

enam ratus ribu rupiah) dengan perincian: 

a. Belanja Langsung untuk Belanja Rumah Tangga sebesar 

Rp282.000.000,00 (dua ratus delapan puluh dua juta 

rupiah); dan 

b. Belanja Langsung untuk pembantu rumah tangga sebesar 

Rp 45.600.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus  ribu 

rupiah). 

 

Pasal 3 

 

Pelaksanaan anggaran Belanja Langsung Pimpinan DPRD 

dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran 

satuan kerja perangkat Daerah pimpinan sekretariat DPRD Tahun 

Anggaran 2024. 

 

 

 

 

 



BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Temanggung. 

 Ditetapkan di Temanggung 

 pada tanggal 16 Januari 2024 

 Pj. BUPATI TEMANGGUNG, 

ttd. 

       HARY AGUNG PRABOWO 

     Diundangkan di Temanggung 

     pada tanggal 16 Januari 2024 

      Pj. SEKRETARIS DAERAH 

     KABUPATEN TEMANGGUNG, 

ttd. 

 AGUS SUJARWO 

    BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 NOMOR 6 
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